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Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami 

ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia 
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul HUKUM BISNIS telah selesai di 
susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan 
sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki 
minat terhadap pembahasan Hukum Bisnis.  

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap Hukum 
Bisnis. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi 
dengan individu atau kelompok lainnya. Dalam perjalanannya, untuk 
mencegah terjadinya pertikaian antara sesama yang dapat menghancurkan 
eksistensinya, manusia memerlukan sebuah pedoman. Pedoman tersebut 
dinamakan normal atau kaidah dimana salah satu bentuk dari kaidah tersebut 
ialah berupa kaidah hukum (al, 2020) 

Kaidah hukum menjadi hal yang esensial bagi manusia dalam rangka 
menjaga atau melahirkan situasi yang tertib dan tenteram dalam kehidupan 
antar individu atau kelompok. Ketertiban dalam masyarakat akan tercipta jika 
mereka memiliki kaidah hukum yang selaras dengan nilai-nilai kehidupan yang 
berlaku sehingga dapat menghasilkan kepatuhan masyarakat dimana terhadap 
kaidah hukum yang telah tercipta. 

Segala bentuk perkembangan dan perubahan paradigma yang terjadi di 
masyarakat akan mempengaruhi keadaan hukum pada semua aspek 
kehidupan. Karenanya, hukum merupakan suatu proses dan agar hukum dapat 
di mengerti dan di pahami oleh masyarakat, maka terlebih dahulu memahami 
sistem sosial yang sedang berlaku di kehidupan masyarakat. Dengan demikian, 
berfungsi tidaknya suatu hukum amat sangat bergantung dari bagaimana 
hukum itu sendiri diaplikasikan dan diimplementasikan dalam masyarakat. 

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat 
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah 
menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan 
hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara 
terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, 
hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk 
terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa 
yang akan datang. 
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Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang 
telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan 
dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang 
pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat 
memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia. 
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PENGERTIAN HUKUM 

 

A. PENDAHULUAN   
Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang diciptakan dengan sempurna. 

Manusia tidak mampu melangsungkan kehidupan tanpa ketiadaan individu 
lainnya sebagaimana Adam yang memerlukan kehadiran sosok Hawa. 
Karenanya, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi 
dengan individu atau kelompok lainnya. Dalam perjalanannya, untuk 
mencegah terjadinya pertikaian antara sesame yang dapat menghancurkan 
eksistensinya, manusia memerlukan sebuah pedoman. Pedoman tersebut 
dinamakan normal atau kaidah dimana salah satu bentuk dari kaidah tersebut 
ialah berupa kaidah hukum (al, 2020) 

Kaidah hukum menjadi hal yang esensial bagi manusia dalam rangka 
menjaga atau melahirkan situasi yang tertib dan tenteram dalam kehidupan 
antar individu atau kelompok. Ketertiban dalam masyarakat akan tercipta jika 
mereka memiliki kaidah hukum yang selaras dengan nilai-nilai kehidupan yang 
berlaku sehingga dapat menghasilkan kepatuhan masyarakat dimana terhadap 
kaidah hukum yang telah tercipta. Definisi hukum sendiri sejatinya memiliki 
beragam makna, akan tetapi secara universal hukum dapat diartikan sebagai 
seperangkat aturan atau undang-undang yang bersifat mengikat dan memaksa 
masyarakat untuk tunduk patuh terhadapnya. Karena ia bersifat memaksa, 
maka terdapat sebuah sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelanggar hukum. 
Hal demikian ini bertujuan agar proses pelaksanaan hukum dapat berjalan 
sebagaimana mestinya (Haryati, 2014).  

Secara ‘amm nya, tujuan terciptanya hukum ialah untuk memberikan 
kemanfaatan kepada masyarakat seperti perdamaian, ketentraman dan juga 
keamanan dalam lingkungan masyarakat sehingga seluruh lapisan masyarakat 
dapat melangsungkan kehidupannya tanpa gangguan dari pihak ketiga. 
Walaupun keberadaan hukum bertujuan untuk menghindari pertikaian dalam 
masyarakat, tetapi dewasa ini ditemukan bahwa terkadang hukum juga justru 
menciptakan permasalahan dalam masyarakat disebabkan oleh beberapa hal 
misalnya; kurang hati-hati dalam membentuk hukum, di luar daripada nilai-
nilai yang hidup dalam masyarakat (Mawardi, 2015).  

BAB 1 
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HUKUM PERJANJIAN 

 

A. PENDAHULUAN   
Sejak manusia bisa menghitung dan membuat catatan yang tidak hanya 

ditulis pada kertas tetapi juga pada kayu, batu dan daun sejak itu akuntansi 
sudah dikenal. Debet dan kredit harus selalu seimbang untuk menghasilkan 
laporan keuangan terpadu dari siklus akuntansi. Abad pertengahan 18 dan 19 
terjadi Revolusi industri di Inggris sehingga menunjukkan perkembangan 
akuntansi, yang mana para manajer pabrik ingin mengetahui biaya produksi 
dan menetapkan harga jual. Dengan demikian akuntansi semakin berkembang 
dan para pemegang saham akan mengandalkan laporan akuntansi untuk
 mengevaluasi kinerja manajemen. Tahap kedua perusahaan yang 
dikelola sudah makin besar, sehingga semua pengurusan dalam perusahaan 
dengan pencatatan akuntansinya diserahkan kepada orang yang mengerti 
tentang akuntansi. Tahun 1930, Amerika Serikat membentuk Security Exhange 
Commission yaitu lembaga untuk mendorong tercapainya prinsip akuntansi 
secara baku, sehingga muncul konsep, teori dan rumusan yang sistematis 
tentang teori akuntansi. Dalam perkembangan berikutnya di rumuskan 
Standart Akuntansi dengan singkatan GAAP. Tahun 2000, IASC melaksanakan 
restrukturisasi kelembagaan dengan membentuk IASCF dan melahirkan IASB 
dan IFRIC International Financial Reporting Interpretation Commite, IASB 
kemudian mengeluarkan IFRS sebagai standar akuntansi dan pelaporan 
keuangan yang baru.  
 

B. PERJANJIAN 
Kontrak merupakan salah satu sumber kewajiban. Dalam kehidupan 

sehari-hari, orang sering mengadakan kontrak baik secara sengaja maupun 
tidak sengaja. Kontrak pada hakikatnya adalah suatu hubungan yang tercipta 
antara para pihak. KUH Perdata pasal 1313 menjelaskan bahwa suatu 
perjanjian adalah “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang 
atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Banyak ahli 
berpendapat bahwa pengertian arti perjanjian dalam § 1313 TSK masih belum 
jelas dan masih terlalu luas, arti perjanjian tidak lengkap karena hanya berlaku 
untuk perjanjian sepihak, frase “satu orang”. atau beberapa kewajiban kepada 

BAB 2 
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BADAN USAHA 

 

A. PENDAHULUAN 
Kegiatan perusahaan tentu merupakan bagian dari kegiatan ekonomis 

yang dilakukan oleh suatu organisasi, secara terbuka dan berkesinambungan, 
mengenai suatu barang (bergerak atau tidak bergerak), bersaing mutu dan 
umuk memperoleh laba sebagai tujuannya. 

Hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum 
dengan segala akibat hukumnya mengenai "perusahaan" yang pengertiannya 
telah dirumuskan di atas. Sehingga "Hukum perusahaan ada/ail pengumuman 
dalam dunia usaha niaga yang dilakukan oleh perusa/wan-perusahan atau 
badan usaha hukum (legal)".  

Hukum perusahaan Indonesia (Indonesia company-law) adalah hukum 
perusahaan yang berlaku di lndonesia.la merupakan bagian dari hukum 
perdata (sipil) yang "mewadahi" kegiatan niaga arau bisnis dalam hubungan 
dengan ekonomi nasional dan pembangunan bangsa sejak proklamasi 
kemerdekaan hingga kini. Bagian hukum ini memuat ketentuan-ketentuan 
hukum mengenai berbagai bentuk perusahaan dan operasionalnya. 
 

B. PERSEROAN TERBATAS (PT) 
Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan 

perjanjian untuk menjalankan usaha yang modalnya terdiri dari saham-saham, 
yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Kekayaan 
perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga 
memiliki harta kekayaan sendiri. Pemilik saham akan memperoleh bagian 
keuntungan yang disebut dividen. Selain berasal dari saham, modal PT dapat 
pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi 
adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau 
ruginya perseroan terbatas tersebut. (Susilowati & Mahmudah, 2016) 

Pembagian Wewenang Dalam PT Pengelolaan perusahaan dapat 
diserahkan kepada tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya (profesional). Struktur 
organisasi perseroan terbatas terdiri dari pemegang saham, direksi, dan 
komisaris. (Endra Murti Sagoro, t.t.) 
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HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) 

 

A. PENDAHULUAN   
HAKI adalah hasil dari proses kemampuan berpikir (intellectual) manusia 

yang merupakan ide dan diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau invensi. HAKI 
adalah hasil olah pikir yang perlu mendapat perlindungan hukum dari 
perspektif ekonomi, misalnya Hak Cipta, Hak Paten dan Merek termasuk juga 
mengenai Rahasia Dagang. Oleh karena itu salah satu wujud perlindungan 
hukumnya adalah dengan adanya peraturan yang memadai tentang HAKI. 
Terdapat keterikatan antara perlindungan atas Rahasia Dagang (trade secret) 
atau yang dikenal juga dengan informasi yang dirahasiakan (undisclosed 
information) yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dengan 
globalisasi perdagangan. 

 

B. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau biasa disebut juga Hak Milik 

Intelektual adalah padanan kata dari Intellectual Property Rights. Dalam HKI 
ada dua kategori pengertian, Pertama adalah pengertian HKI dalam istilah 
sehari-hari yaitu segala sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran manusia 
seperti ide, invensi, puisi, merek, desain, semikonduktor dan sebagainya. 
Kedua adalah pengertian HKI dalam konsep hukum yaitu seperangkat aturan 
hukum yang memberikan jaminan hak eksklusif untuk mengeksploitasi HKI 
dalam jangka waktu tertentu berdasarkan jenis-jenis HKI. HKI mempunyai 
fungsi utama untuk memajukan kreatifitas dan inovasi yang bermanfaat bagi 
masyarakat secara luas sedangkan hak cipta secara khusus juga berfungsi 
sebagai alat untuk memperkenalkan, memperkaya dan menyebarluaskan 
kekayaan budaya bangsa. Bahkan salah satu aspek yang melekat pada HKI 
adalah adanya aspek sosial bagi seluruh jenis HKI kecuali merek, manakala 
masa perlindungannya habis maka semuanya menjadi milik umum atau public 
domain. (Kusmawan, 2014) 
a. Hak Cipta  

Hak cipta ialah hak tertentu bagi pencipta atau penerima hak untuk 
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu 
dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan berdasarkan peraturan 
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WARALABA 

 

A. PENDAHULUAN 
Pada hakikatnya, waralaba merupakan suatu bentuk usaha yang 

memasarkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik tertentu dalam 
kegiatannya. Kegiatan waralaba di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. 
Waralaba sendiri pertama kali muncul di Amerika Serikat, di mana kala itu 
terdapat sebuah perusahaan yang memperkenalkan sebuah produk mesin jahit 
dan sebagai metode atau cara pendistribusiannya ia melakukan dengan konsep 
waralaba. Waralaba juga berkembang pesat di Indonesia, khususnya bisnis ini 
banyak digunakan oleh beberapa perusahaan cepat saji namun bagusnya di 
sini ialah jenis bisnis ini tidak hanya dapat di gunakan oleh perusahaan-
perusahaan besar saja, tetapi juga di gunakan oleh perusahaan lokal. Dalam 
bisnis waralaba, tentu di perlukan adanya sebuah perjanjian untuk memulai 
bisnis tersebut di mana hal itu bertujuan guna mengatur antara hak dan 
kewajiban antara pihak yang akan melakukan kerja sama. Perjanjian waralaba 
dilakukan oleh para pihak yang membuat perjanjian dalam kontrak bisnis harus 
dilandasi dengan itikad baik dan asas proporsionalitas, artinya perjanjian 
tersebut memberikan rasa keadilan dengan tujuan memberikan keuntungan 
bagi kedua belah pihak dalam menjalankan bisnis waralaba. Suatu perjanjian 
kerja berjalan dengan asas perbandingan yang baik, tentunya diawali dengan 
suatu perjanjian yang sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatur syarat-syarat 
perjanjian dalam Pasal 1320. Beberapa pasal dalam perjanjian kontrak harus 
berkaitan dengan konsesi, terutama untuk klausul risiko, Prioritas tinggi, 
berkaitan dengan perolehan manfaat dan masa berlaku penggunaan konsesi. 
Percakapan dan diskusi adalah awal yang baik dalam proyek desain kontrak 
konsesi, dan tentunya juga akan menghasilkan kontrak yang baik. Selain itu, 
merancang kontrak yang baik dan benar dalam bisnis waralaba tentunya akan 
menghindari terjadinya sengketa atau sengketa hukum bagi kedua belah pihak 
di kemudian hari. 
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PERLINDUNGAN KONSUMEN 

 

A. PENDAHULUAN 
Perlindungan konsumen adalah peraturan dan hukum keseluruhan 

kewajiban aturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen 
dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya 
dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum 
terhadap kepentingan konsumen. Konsumen mempunyai hak dan penuh 
dalam memilih barang yang nanti akan digunakan atau dikonsumsi. 

Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. 
Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau 
dikonsumsi pada nantinya. Konsumen berhak mendapatkan konpensasi 
ataupun ganti rugi atas kerugian yang di terimanya dalam sebuah transaksi jual 
beli yang dilakukan. Apabila tidak ada kecocokan dalam gambar ataupun 
kualitas, konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap produsen. 

 

B. PERLINDUNGAN KONSUMEN 
Perlindungan konsumen merupakan seluruh usaha untuk melindungi 

konsumen dengan menjamin kepastian hukum berdasarkan ketentuan UU 
perlindungan konsumen, perlindungan konsumen memiliki 2 syarat penting 
yaitu adanya jaminan hukum dan kepastian hukum. UU perlindungan 
konsumen memberikan harapan kepada masyarakat indonesia agar konsumen 
memperoleh perlindungan yang memadai terhadap kerugian yang ditimbulkan 
oleh konsumsi barang dan jasa. 

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahahkan dari dunia 
kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan 
menimbulkan keseimbangan antara hak dan kewajiban pelaku usaha dan 
konsumen. Dengan adanya pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan 
rakyat yang sejahtera dan makmur. Hubungan mendasar antara pelaku usaha 
dan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus berkesinambungan 
hubungan tersebut terjadi karena keduanya saling menghendaki dan 
mempunyai tingkat ketergantungan yang sangat tinggi antara satu denga yang 
lainnya tanpa dukungan konsumen tidak mungkin pelaku usaha dapat terjamin 
keberlangsungan usahanya. 
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KEPAILITAN 

 

A. PENDAHULUAN   
Mekanisme hukum kepailitan konsep hutang sangat krusial, karena tanpa 

hutang kepailitan kehilangan esensinya sebagai lembaga hukum untuk 
melikuidasi kekayaan debitur untuk melunasi hutangnya kepada kreditur. 
Secara sederhana, hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain; 
Kewajiban untuk membayar apa yang telah diterima. Namun ketentuan Pasal 1 
angka 6 UU Kepailitan secara khusus menyatakan bahwa utang adalah suatu 
kewajiban yang disebutkan atau dapat ditentukan besarnya uang, baik secara 
langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau secara kontinental, 
yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang harus 
dipenuhinya. Jika tidak dipenuhi, kreditur diberikan hak untuk memperoleh 
pemenuhan dari harta debitur. Undang-undang kepailitan mendefinisikan 
utang secara luas, jadi utang tidak hanya timbul dari perjanjian peminjaman 
uang. 

 

B. PAILIT 
pailit adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan 

pembayaran utang kepada para krediturnya. Ketidakmampuan membayar 
biasanya disebabkan oleh keadaan kesulitan keuangan (financial distress) 
untuk usaha debitur yang mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan 
adalah proses penyelesaian sengketa niaga melalui litigasi, yaitu melalui 
pengadilan niaga. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No 37 Tahun 2004 atau disingkat 
UUK 2004. Sebelum berlakunya Undang-Undang UUK 2004, perkara kepailitan 
diatur dalam Staatsblad 1905:217 jo. Staatsblad 1906:348 tentang 
Faillissement Verordening (UU Kepailitan) yang kemudian diperbaharui dengan 
peraturan pemerintah menggantikan UU No.1 Tahun 1998 dan kemudian 
disahkan menjadi UU No.4 Tahun 1998. 

Menurut Pasal 1 No. 1 UK Act 2004, kepailitan adalah penyitaan umum 
semua aset debitur pailit yang diurus dan diselesaikan oleh wali amanat di 
bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-
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ASURANSI 

 

A. PENDAHULUAN 
Asuransi merupakan cara dalam mengendalikan risiko yang mana cara 

melakukannya yaitu dengan memindahkan risiko dari salah satu pihak kepada 
pihak yang lain, yang mana dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. 
Kemudian apakah yang dimaksud dengan Asuransi? KUHD pasal 246 
menjelaskan asuransi adalah “pertanggungan atau asuransi merupakan suatu 
perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang 
tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk penggantian kepadanya 
karena suatu kerusakan ataupun kehilangan keuntungan yang didapatkan yang 
bisa saja akan diderita karena suatu hal peristiwa yang tidak menentu”. 
Terdapat beberapa manfaat asuransi mulai dari fungsi utama, fungsi sekunder 
dan fungsi tambahan. Sementara itu selain beberapa fungsi tersebut terdapat 
juga risiko mulai dari Risiko Murni seperti kebakaran, kecelakaan, ataupun 
pencurian. Resiko Spekulatif yaitu yang akibatnya terdiri dari tiga macam yaitu 
rugi, untung serta break event, contohnya adalah judi. Resiko artikular yaitu 
suatu resiko yang timbul akibat diri sendiri atau individu, sebagai berikut: kapal 
kandas, tabrakan kendaraan, pesawat jatuh dll. Resiko Fundamental yaitu 
risiko yang timbul bukan karena individu atau diri sendiri serta akan 
memebrikan dampak yang luas, adapun contohnya adalah sebagai berikut: 
banjir, gempa bumi, serta angin topan.  
 

B. DEFINISI ASURANSI 
Asuransi merupakan cara dalam mengendalikan risiko yang mana cara 

melakukannya yaitu dengan memindahkan risiko dari salah satu pihak kepada 
pihak yang lain, yang mana dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. 
Kemudian apakah yang dimaksud dengan Asuransi? KUHD pasal 246 
menjelaskan asuransi adalah “pertanggungan atau asuransi merupakan suatu 
perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang 
tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk penggantian kepadanya 
karena suatu kerusakan ataupun kehilangan keuntungan yang didapatkan yang 
bisa saja akan diderita karena suatu hal peristiwa yang tidak menentu”. 
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PENANAMAN MODAL (INVESTASI) 

 

A. PENDAHULUAN 
Investasi yaitu merupakan suatu kegiatan penanaman modal, yang 

dilakukan secara langsung ataupun tidak secara langsung, dimana harapannya 
pada suatu saat nanti sang pemilik modal akan memperoleh sejumlah 
keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Istilah investasi berasal dari 
Bahasa Itali Investire yang artinya memakai atau menggunakan. Sementara itu 
menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia investasi adalah penanaman 
uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan 
memperoleh keuntungan. Apabila diartikan secara umum investasi merupakan 
memanfaatkan waktu, tenaga ataupun uang untuk keuntungan atau manfaat 
di masa yang akan datang. Sadono Sukirno, investasi adalah sebuah bentuk 
dari kegiatan menanam dan mengeluarkan modal, yang digunakan untuk bisa 
menambah barang keperluan baik dalam hal produksi. Barang produksi ini 
nantinya akan digunakan untuk perkembangan usaha dalam bidang ekonomi.  

Investasi berkelanjutan, yaitu suatu proses investasi yang mengindahkan 
aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. Hal ini mencakup 
Environment, Social, dan Governance (ESG) untuk menjaga keberlanjutan 
perekonomian dan berkehidupan di Planet Bumi. Investasi hanya dilakukan 
pada perusahaan atau bisnis yang tidak mengakibatkan kerugian, atau lebih 
bagus lagi memberikan dampak positif, pada lingkungan dan masyarakat 
sekitar. Investasi berkelanjutan tidak hanya mengenai aspek hijau atau 
lingkungan, tetapi juga faktor sosial dan tata kelola. 

Belakangan ini pemerintah Indonesia sedang fokus pada peningkatan 
investasi, baik investasi publik maupun swasta, untuk menaikkan ekspansi 
ekonomi Indonesia. Khususnya investasi di bidang infrastruktur dan industri 
manufaktur hal tersebut disambut baik dalam rangka meningkatkan 
konektivitas di seluruh nusantara (untuk mengurangi biaya logistik dan 
meningkatkan kualitas iklim investasi dan daya saing nasional) serta 
mengurangi ketergantungan tradisional Indonesia pada ekspor komoditas 
(mentah). Maka pemerintah Indonesia telah menunjukkan semangatnya untuk 
memperbaiki iklim investasi - misalnya dengan memotong birokrasi, deregulasi 
dan dengan menawarkan insentif pajak di sektor-sektor tertentu kepada 
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